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PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 19 TAHUN 2004

; TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA IC.’S.‘\

. BUPATI ROTE NDAQ,

balrwa otononn dacrah telab membertkan Rewenangan yvang Tuas, nyats
dan bertanggunyg jawab Kepada dacrah untuk menata dan mengatur rumal
tangganya sendirt dalam meningkatkan pelayanan sesuian dengan Kondis
dan kebutuhan masyarakat:

buhwa dalam  rangka pelayanan di bidang industrt sesuai dengan
kKewenangan yang diberikan, maka perlu mengatur tentang pemberian 1zin
Usaha Industri | Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri;

bahwa schubungan -dengan hurul’ a dan b, maka dipandang periu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang  lzin Usaha
Industri, Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang FHukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209); '

Undang-Undang Nomor 3* Tahun 1982 tentang Wajib Daltar Perusahaan
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7: Tambahan Lembaran Negara
Nomor 13);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (l.embaran

Negara Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor
3274):.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran
Negara Tuhun 1995 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Nomor
3611):

Undang ~ Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelcsaian
Sengketa Pajak (L.embaran Negara Tahun 1997 Nomor 40; Tambahan
[.embaran Negara Nomor 3684);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Dacrah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara  Tahun 1997 Nomor 42:
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup (L.embaran Negara Tahun 1997 Nomor 68: Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699);
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Undang Nomor 8 tabun 1994 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenintahan Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 VYambahan Lembaran Negara
Nofor 3839);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

- Undang-Undang Nomor 28 T'ahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negars

vang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (I.embaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara  Nomor

3851) '
Undang - undang  Nomor 9 Tahun 2002 tenting - Pembentukan
Kabupaten Rote Ndao ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor
Tambahan Lembaran Nomor 4148 ) ,

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 ‘Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246: Tambahan Lembaran Negira
Nomar 4048):

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang lzin Usaba industi
(Lembaran Negara ‘Tahun 1995 Nomor 25 Tambahan Lembarar Nomor
1396,

Peratwran Pemenntah Nomor 23 Tahun 2000 entang  keveenangn
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi  sebagar  Dacrah Otonomi
thembaran Negara Tahun 2000 Nomor 34: Tambahan i.cmbaran Negari
Nomor 3952

Neputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan [ndustry-

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penvusunan
Perundang-undangan  dan  3entuk Rancangan  Undang-Undang  dan
Rancangan Perataran Pemerintah serta Rancangan Keputusan Presiden:;

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982, tentang Pedoman
Penvusunan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 173

Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pengaturan Pajak Pajak dacrah;

- Keputusan Menten Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang

Rencana Usaha dan dan atau Kegiatan yang Dilengkapi dengan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun

2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum
Daerah :

- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 tahun

2001 tentang Bentuk Produk - Produk Hukum Daerah:

- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 tahun

2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah:

. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun

2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah:

Keputusan Menperindag Nomor © 78/MPP/KEP/3/200 | tentang Pedoman
Standart Pelayanan Minimal;



27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah
Tahun 2003 Nomor 003 Seri D Nomor 00] );

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABU!’ATEN ROTE NDAO

MEMUTUSKAN
;"ne;apkan - PERATURAN DAERAN KABUPATEN ROTE NDAO

- TENTANG 171N USAHA INDUSTRI, PERLUASAN
INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTR]I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

alam Peraturan Daerah inj yang dimaksud dengan -
£ Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao:
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom; yang lainnya
sebagai Badan Eksekutif Dacrah:
Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao
Dinas Perindustrian dan Perdagangan  adalah Dinas  Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Rote Ndao;
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Rote Ndao secara teknis mengatur lentang Lingkup Industri dan
Perdagangan:
[ndustri adalah Kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui suaty proses:pengolahan febih lanjug
{ baik dari bahan mentah, bahan bakuy, barang setengah Jadi maupun barang jadi memperoleh
¢ nilai tambah lebih tinggi termasuk teknologi rancang bangun dan perekavasaan dengan tujuan
diperniagakan secara komersial -
Bidang usaha industri adalah penggolongan dalam bidang usaha berdasarkan lems dan
spesifikasi industri yang dilakukan:
lzin Usaha Industri adalah [zin Usaha vang diberikan kepada Pengusaha Industr sesua,
dengan kriteria dan persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan vang berlaku -
Tanda Daftar Industr adalah Tanda Daftar yang diberikan kepada perusahaan indusir sesuin
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diberlakukan sebagai izin.
L Jenis industri adalal bagian duri suaty cabang industri yang mempunyai ¢in khusus Mang sanm
dan atau hasilnya bersifat akhir dari proses produksi:
Perusahaan Industri adalah perusahaan vang melakukan kegiatan (i bidang industri vang dapat
berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan dj Indonesia,
Perluasan  perusahaan industri yang selanjutnya  disebut perluasan  adalah penambithan
Kapasitas produksi melebihi Kapasitas produksi vang telah dizinkan:
Penvidik Pegawai Negeri Sipil vang seianjutnya disebut PPNS adalah pejabu Pevinnar Newoer
Sipil vang diberikan wewenang khusas sebagan Penyidik untuk melakukan penyidibon tnda
dana di brdany ak Daeral
Retribusy Pernziman adalah abyeh, retrthust  atas kuglulun erentu Pemennian Dacrah dalam
rangka  pemberian 1z Kepada vrang  pribadvbadan ving dimaksud untuk pPembimaan
pengaturan. pengendalian dun Pengawasan atas kegiatan Pemanfaatan ruany, Pengeuni
Sumber Daya Alam. barang, prasarana, sarana atau fasilitas terteniy suna - melindung
Kepentingan umum dan menjaga Kelestarian ngkungan




BAB II
1ZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

a;f’ pendirian perusahaan industri wajib memperoleh [zin Usaha Industri;
Brusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk perorangan.
sahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 3

enis industri tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan dari kewajiban untuk
pemperoleh lzin Usaha [ndustri:

enis industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan;

"erhadap jenis industri’ tertentu scbagaimana dimaksud ayat (2) diberikan Tanda Daftar
‘ndustri dan dapat diberlakukan sebagai 1zin;,

Pasal 4

Jntuk memperoleh lzin Usaha Industri diperlukan tahap Persetujuan Prinsip;

7in Usaha Industri diberikan kepada perusahaan industri yang telah n emenuhi semua
tetentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik dan sarana
produkst;

lzin Usaha Industri dapat diberikan langsung pada saat permintaan izin, apabila perusahaan
industri memenuhi ketentuan sebagai berikut :

8. Perusahaan industri berlokasi di kawasan industri yang telah memiliki 1zin; atau

b. Jenis dan komoditi yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan
lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.

lenis dan komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) ditetapkan oleh Menten

Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 5
Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % dan kapasitas produkst vang
elah diizinkan, diwajibkan memperoleh 1zin perluasan;
Untuk memperoleh izin perluasan, perusahaan industri
wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuii persyaratan i

sebagaimana dimaksud pasai 4 ayat ()
sgkungan hidup

Pasal 6

zin Usaha Industri berlaku selama S (lima) tahun dan dapal diperpanjang sclama perusahaan
ndustri yang bersangkutan masih beroperast,

in Usaha Industri yang masih berlaku, wajib mendaftarkan kembali setiap lahunnya.

agi perusahaan industri yang telah diterbitkan lzin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.
ajib melaporkan perkembangan industrinya setiap tahun pada tanggal 31 Januar tahun
erikutnya dengan menggunakan/mengisi formulir yang telah tersedia.

Pasal 7

Jsaha Industn vang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Dacrah ini, berlaku pula bagr tempit
panan yany berada pada kompleks usaha mdustri vang bersangkutan yang digunakan untuk

impan peralatan. perlengRapan. bahan baku dan bahan penolong untuk keperluan Kegiatan

industri tersebut.
Pasal 8

nangan pemberian izan Usaha tndustn berada pada Bupau dan dapat diiimpahkan hepada

a Dinas Permdustroan dan Perdigangan
L




Pasal Y

Bsedur dan tata cara pelaksanaan lzin Usaha Industri diatur lebih lanjut oleh Bupat.

BABII
RETRIBUSI PERIZINAN

Pasal 10

Pemberian Izin Usaha Industri retribusi pendaftaran yang nilainya ditetapkan berdasarkan

golongan usaha scbagai berikut .

a. Golongan usaha kecil dengan nilai investasi s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
ditetapkan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu 'rupiah).

b. Golongan usaha menengah dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua
ratus lima puluh ribu rupiah);

¢. Golongan usaha besar dengan nilai investasi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah) ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Izin Usaha Industri yang masih belaku wajib didaftarkan setiap tahunnya dan dikenakan brava

pendaftaran sesuai golongan usaha sebagai berikut :

a. Golongan usaha kecil dengan nilai investasi s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

b. Golongan usaha menengah dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), biaya pendaftaran ditetapkan sebesar
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

¢. Golongan usaha besar dengan nilai investasi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah), biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah);

BAB 1V
PENCABUTAN IZIN

Pasal 11

in Usaha Industri dapat dicabut dalam hal :
Perusahaan industri yang melakukan perluasan tanpa memiliki izin sesuai ketentuan pasal S
ayat (1) dan ayat (2);
Perusahaan industri yang melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan dar
Bupati;
Perusahaan industri yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran akibat Kegratan usaha
industri terhadap lingkungan hidup melampaui batas baku mutu lingkungan:
Perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan Ketentuan
yang ditetapkan dalam izin yang diperoleh;
Perusahaan industri yang tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja
menyampaikan informasi industri yang tidak benar,
Bagi perusahaan industri yang tidak melakukan kewajibannya untuk  melaporkan
perkembangan usaha setiap tahun, maka dikenai sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku



BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Barang siapa yang melanggar Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dacrah ini
dikenakan denda dua kali sebesar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10
Peraturan  Daerah ini dan atau setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.- (lima Juta rupiah) atau
diancam pidana kurungan badan paling lama 6 (¢nam) bulan:
Acaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal in; dapat disertin dengan
pencabutan [zin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri:
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran
.
BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

Pejabat Pegawar Negerr Sipil tertentu dic hingkungan Pemenintah Dacrah dibeinr sowenan:
Khusus sebagai Penvidik antuk mclakukan penvidihan undak prdana & bidang parah Jacral:
dan retribust dacrah sebagamana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 [ahen 19X
tentang Hukum Acara Pidana

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

4. Menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjacds
lengkap dan jclas:

b, Menehti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan sehubungan dengan tndak pidana i
bidang retribust dacrah.

¢ Meminta Keterangan dun alat bukte dari orang pribadi atau badan schubungan dengan
tindakun pidana di bidang retnbusi daerah:

d Memeriksa buku-buku. catatan dan dokumen-dokumen lainnya berkenaan dengan tindak

prdana di bidang retribusi daerah:.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencacatan can

dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap afat bukt tersebut.

[ Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

di bidang terscbut:

Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat

pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen

vang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;

h.  Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

&)

f!

i, Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi:.
¥ Menghentikan penvidikan:

K. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut
hukum yang dapat dipcrlanggungiuwabkzm

Penyidik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan

kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(-I



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Yasal 14l

ah dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Dacrah 1m

Bersetujuan Prinsip yang tel
dput dipergunakan untuk memperoleh Izin Usaha Industn

dinyatakan temp berloku dun d
Berdasarkan Peraturan Dacrah ini;
Bin Usaha Industri, Izin Perluasan, Tanda Daftar Industri Kecil yang dikeluarkan sebelum

Rulai berlakunya Peraturan Dacrah ini dinyatakan tetap berlaku

Pasal |5

fl-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini sepanjang mcng:.‘nui pelaksanaannnya
ghan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

Bingan berlakunya Peraturan Daerah i maka segala Ketentuan yan
Wkaha Industri. Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri, dinyatakan tidak berlaku lag

g mengatur entany iz

Pasal 16

ai berlaku pada tanggal diundangkan.
ahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daer:
abupaten Rote Ndao

Bluran Dacrah int mul
i sctiap orang menget
patannya dalam Lembaran Ducrah K

th i dengan

1C]

OFE ’ =

RIS TIAN NEHEMIA-DTLLAK

da tanggal 18 Juni 2004
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 19 TAHUN 2004
TENTANG ‘
1ZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

UM UM

.

Hakckat vang dikandung olch semangal otonomi daerah saat ini adalah bergesernya
paradigma pembangunan dengan memberikan kesempatan kepada dacrah untuk membangun
dan mendekatkan pelayanan kepada masvarakat sccara profesional. transparan dan tidak
diskriminatif.

Usaha industri sebagai kegiatan ckonomi yang berkaitan dengan proses pengolahan suatu
barang dengan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi mempunyai dampak multipher
efek baik dalam penyerapan tenagad kerja maupun dalam peningkatan perekonomian daerah.
Namun di pihak lain dalam proses pengolahannya, dampak ikutan yang timbul adalah
terjadinya-perubahan lingkungan sebaga akibat dari pemanfaatan potensi sumber daya alam
yang berlebihan maupun dalam pemilihan penggunaan teknologl.

Menyadari akan hal tersebut, Undang-Undang Nomor Tahun 1984 tentang Perindustrian.
mensyaratkan kewajiban bagi setiap pelaku usaha di bidang industri untuk memiliki [zin
Usaha dari Pemerintah sebelum memulai usahanya. Kebijakan di ‘bidang perizinan juga
dimaksud untuk menghindar pemborosan dan penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya
alam yang langkah, di samping, schagai alat pengawasan dan pengendalian bagi Pemerintah.

Untuk  memberikan legitimasi kepada Pemerintah  Kabupaten Rote Ndao dalam
melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang industri melalui kebijakan perizinan
dan pendaftaran sejalan dengan kewenangan yang diberikan sesual amanat Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka salah satu
perangkat hukum yang diperlukan adalah Peraturan Dacrah yang mengatur tentang [zin
Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Butir | s/d 14
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat |
Cukup jelas
Ayal 2
Cukuop jelas

Pasal 3
Avat | s/d avat 4
Cukup Jclas

. Pasal |

Avat | s d ayar !
Cukup jelas

Ayt 3



& Pemberian lzin Usaha Industn secara langsung tanpa melalur wahap
Persetujuan Prinsip tidak berlaku bagi kawasan peruntukan sebagin lokas
industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah,

b Cukup jelas.

Avat 4

Cukup jelas

Pusnl §

Avat | dan avat 2
Cukup jelas

Pasal 6
\wat I dan avae ?

i Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jclas

Pasal 8

: Dalam hal pemberian [zin Usaha Industri kepada perusahaan industri tertentu vang
mempunvai dampak sosial ckonomi dan lingkungan vang besar, Bupati dapat
berkonsultasi dengan DPRD.

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Aval | dan ayat 2
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Avat | s/d ayal 3
Cukup jelas

Paszil

13
Ayat | dan ayat 2
Cukup jelas
Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

MBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
IJMOR 022

Y



